
 NSPK DAN 
SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Meningkatnya 
pemerataan 
infrastruktur 
konektivitas yang 
berkualitas

Meningkatnya pemerataan 
infrastruktur konektivitas yang 
berkualitas
INDIKATOR :
1). Waktu Tempuh Jalan Provinsi 
(km/jam)
2). V/C Rasio Jalan
3).Rata-Rata Load Factor Penumpang 
Angkutan Umum

Meningkatnya Kemantapan jalan 
Provinsi (CROSS CUTTING)
Indikator
(1). Tingkat Kemantapan Jalan 
Provinsi (%)
(2). Persentase Jembatan Dengan 
Kondisi Mantap (%)

1. Rasio 
Konektivitas 
Transportasi

Meningkatnya Keselamatan 
Transportasi Provinsi
Indikator :
Tingkat Keselamatan Transportasi 
Provinsi

Meningkatnya Ketersediaan 
Perlengkapan Jalan
Indikator :
Persentase Perlengkapan 
Jalan Provinsi yang telah 
Terpasang terhadap Kondisi 
Ideal

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

2). V/C Rasio Jalan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan 
Provinsi

BIDANG LALU LINTAS

3).Rata-Rata Load 
Factor Penumpang 
Angkutan Umum

Tersedianya Perlengkapan 
Jalan di Jalan Provinsi

Jumlah Perlengkapan Jalan di 
Jalan Provinsi yang Tersedia

Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 

Terbangunan Prasarana Jalan 
di Jalan Provinsi

Jumlah Prasarana Jalan di Jalan 
Provinsi yang Terbangun

Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Provinsi

Terlaksananya Rehabilitasi 
dan Pemeliharaan Prasarana 
Jalan

Jumlah Prasarana Jalan yang 
Terehabilitasi dan terpelihara

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan

Terlaksananya Rehabilitasi 
dan  Pemeliharaan 
Perlengkapan Jalan

Jumlah Perlengkapan Jalan yang 
Terehabilitasi dan terpelihara

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di 
Jalan

BIDANG ANGKUTAN & 
BIDANG LALU LINTAS

Meningkatnya Kapasitas 
Auditor dan Inspektor LLAJ

Jumlah Auditor dan Inspektor 
LLAJ yang ditingkatkan 
kapasitasnya

Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor 
LLAJ

Terlaksananya Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Terminal

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Terminal

Peningkatan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 
Terminal

Terlaksananya Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan 
PemenuhanPersyaratan 
Penyelenggaraan Kompetensi 
Pengemudi Kendaraan 
Bermotor Provinsi

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Pemenuhan 
Persyaratan Penyelenggaraan 
Kompetensi Pengemudi 
Kendaraan Bermotor Provinsi

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 
Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan 
Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor 
Provinsi

DINAS PERHUBUNGAN
CASCADING
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Sistem 
Manajemen Keselamatan 
Perusahaan Angkutan Umum

Jumlah Laporan Inspeksi, Audit 
dan Pemantauan Sistem 
Manajemen Keselamatan 
Perusahaan Angkutan Umum

Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan 
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum

Terlaksananya identifikasi dan 
pengawasan terhadap 
Implementasi Batas Kecepatan

Jumlah Ruas jalan yang 
diidentifikasi dan dilakukan 
pengawasan terhadap 
implementasi batas kecepatan

Monitoring dan evaluasi Implementasi Batas 
Kecepatan

Terbangunnya Rute Aman 
Selamat Sekolah

Jumlah kawasan pembangunan 
Rute Aman Selamat Sekolah yang 
terbangun

Pembangunan Rute Aman Selamat
Sekolah (RASS)

Terlaksananya identifikasi dan 
pengawasan terhadap zona 
selamat sekolah (ZOSS)

Jumlah lokasi Zona Selamat 
Sekolah
(ZoSS) yang diidentifikasi dan
diawasi

Monitoring dan evaluasi zona
selamat sekolah (ZoSS)

Terlaksananya identifikasi dan 
pengawasan terhadap Rute 
Aman Selamat Sekolah (RASS)

Jumlah lokasi Rute Aman Sekolah 
(RASS) yang diidentifikasi dan 
diawasi

Monitoring dan evaluasi Rute Aman Selamat 
Sekolah (RASS)

Meningkatnya Kompetensi 
Penilai Sistem Manajemen 
Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum

Jumlah Penilai Sistem Manajemen 
Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum yang 
ditingkatkan kapasitasnya

Peningkatan Kompetensi Penilai Sistem 
Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan 
Umum

Terbangunnya Zona Selamat
Sekolah (ZOSS)

Jumlah Terbangunnya Zona 
Selamat Sekolah (ZOSS)

Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS)

Terbangunnya Implementasi 
Batas Kecepatan

Jumlah Ruas jalan yang 
terpasang implementasi batas 
kecepatan 

Pembangunan Implementasi Batas Kecepatan

Terpenuhinya dan Terbitnya 
Sertifikat Sistem Manajemen 
Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum

Jumlah Sertifikat Sistem 
Manajemen Keselamatan 
Perusahaan Angkutan Umum

Penilaian Pemenuhan dan Penerbitan Sertifikat 
Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan 
Angkutan Umum

Terlaksananya Inspeksi 
Keselamatan Lalu Lintas 
Angkutan Jalan

Jumlah Laporan Inspeksi 
Keselamatan Lalu Lintas 
Angkutan Jalan

Pelaksanaan Inspeksi Keselamatan Lalu Lintas 
Angkutan Jalan

Terlaksananya Uji Petik 
terhadap Unit Pelaksana Uji 
Berkala Kendaraan Bermotor

Jumlah laporan Uji Petik terhadap 
Unit Pelaksana Uji Berkala 
Kendaraan Bermotor

Pelaksanaan Pengawasan Melalui Uji Petik 
terhadap Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan 
Bermotor Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit 
Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi

BIDANG ANGKUTAN

Ditetapkannya dan 
Tersosialisasinya Rencana 
Aksi Keselamatan Lalu Lintas 
dan Angkutan Jalan Provinsi

Jumlah dokumen penetapan dan  
sosialisasi Rencana Aksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Provinsi

Penetapan dan Sosialisasi Rencana Aksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Provinsi
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersusun Rencana Aksi 
Keselamatan lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan  Provinsi

Jumlah dokumen penetapan 
Rencana Aksi Keselamatan Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan Provinsi

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Aksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 
Provinsi

Terlaksananya Evaluasi 
(Reviu) Rencana Aksi 
Keselamatan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Provinsi

Jumlah Evaluasi (Reviu) Rencana  
Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Provinsi

Pelaksanaan Evaluasi (Reviu)
Rencana Aksi Keselamatan Lalu Lintas dan 
Angkutan Jalan Provinsi

Terlaksananya Evaluasi 
(Reviu)  Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi

Jumlah Evaluasi (Reviu) 
Pelaksanaan Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi

Pelaksanaan Evaluasi (Reviu)Rencana Induk 
Jaringan LLAJ
Provinsi
Pelaksanaan Manajemen dan  Rekayasa 
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

BIDANG LALU LINTAS

Terlaksananya Penataan 
Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas Untuk Jaringan 
Jalan Provinsi

Jumlah Laporan Penataan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas Untuk Jaringan Jalan 
Provinsi

Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas 
Untuk
 Jaringan Jalan Provinsi

Terlaksananya Uji Coba dan 
Sosialisasi Pelaksanaan 
Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas untuk Jaringan 
Jalan Provinsi

Jumlah Dokumen Uji Coba dan 
Sosialisasi Pelaksanaan 
Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan 
Provinsi

Uji Coba dan Sosialisasi
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

Terlaksananya Pengawasan 
dan Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk 
Jalan
Provinsi

Jumlah Laporan Pengawasan dan 
Pengendalian Efektivitas
Pelaksanaan Kebijakan untuk 
Jalan Provinsi

Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas 
Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Provinsi

Terlaksananya Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan 
untuk Jaringan Jalan Provinsi

Jumlah Laporan Forum Lalu 
Lintas dan Angkutan Jalan untuk 
Jaringan Jalan Provinsi

Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk 
Jaringan Jalan Provinsi

Terselenggaranya Sistem 
Manajemen
 Transportasi Cerdas

Jumlah Pengadaan dan 
Pemasangan Sistem Manajemen 
Transportasi Cerdas

Penyelenggaraan Sistem Manajemen 
Transportasi Cerdas

Terlaksananya Pengadaan 
dan  Pemasangan 
Perlengkapan Jalan dalam 
rangka Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas

Jumlah Perlengkapan Jalan dalam  
 rangka Manajemen dan 
Rekayasa Lalu Lintas yang 
Dilaksanakan
 Pengadaan dan Pemasangan

Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan 
dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu 
Lintas

Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu 
Lintas (Andalalin) untuk Jalan Provinsi

BIDANG LALU LINTAS

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penilaian Hasil 
Andalalin

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penilaian Hasil 
Andalalin

Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil 
Andalalin

Terawasinya Pelaksanaan 
Rekomendasi Andalalin

Jumlah Laporan Rekomendasi 
Andalalin yang Terawasi

Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin

Meningkatnya Kompetensi 
Penilai Andalalin

Jumlah penilai Andalalin yang 
ditingkatkan kompetensinya dan 
tersertifikasi

Peningkatan Kompetensi Penilai Andalalin
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Ditetapkannya Persetujuan 
Dokumen Teknis Andalalin

Jumlah Persetujuan Dokumen 
Teknis Andalalin yang ditetapkan

Penetapan Persetujuan Dokumen Teknis 
Andalalin

Meningkatnya Kelengkapan 
Perlintasan Sebidang Jalan 
dan Kereta Api
Indikator :
Cakupan/Persentase 
Perlintasan Kereta Api yang 
Ditangani

PROGRAM PENGELOLAAN 
PERKERETAAPIAN

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Rencana Induk
 Perkeretaapian

Jumlah Dokumen Rencana Induk 
Perkeretaapian

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk 
Perkeretaapian

Ditetapkannya Kebijakan dan 
Tersosialisasinya Rencana 
Induk Perkeretaapian

Jumlah Dokumen penetapan 
Kebijakan dan sosialisasi Rencana 
Induk Perkeretaapian

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana 
Induk Perkeretaapian

Terkendalinya Pelaksanaan 
Rencana Induk Perkeretaapian

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Rencana Induk Perkeretaapian

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk 
Perkeretaapian

Penerbitan Izin Usaha, Izin Pembangunan 
dan Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian 
Umum yang Jaringan Jalurnya Melintasi 
Batas Daerah

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Usaha, Izin 
Pembangunan dan Izin 
Operasi Prasarana 
Perkeretaapian Umum yang 
Jaringan Jalurnya Melintasi 
Batas Daerah dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha, Izin Pembangunan dan 
Izin Operasi Prasarana 
Perkeretaapian Umum yang 
Jaringan Jalurnya Melintasi Batas 
Daerah dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha, Izin Pembangunan dan Izin Operasi 
Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan 
Jalurnya Melintasi Batas Daerah dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

 Terlaksananya Koordinasi dan
 Sinkronisasi Pengawasan
 Pelaksanaan Izin Usaha, Izin
 Pembangunan dan Izin 
Operasi
 Prasarana Perkeretaapian 
Umum
 yang Jaringan Jalurnya 
Melintasi

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha, Izin 
Pembangunan dan Izin Operasi 
Prasarana Perkeretaapian Umum 
yang Jaringan Jalurnya Melintasi 
Batas Daerah

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha, Izin Pembangunan dan 
Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum 
yang Jaringan Jalurnya Melintasi Batas Daerah

Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang 
Jaringannya Melebihi Wilayah 1 (satu) 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Kebijakan 
Penetapan
 Jaringan Jalur Kereta Api 
yang
 Jaringannya Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Jaringan Jalur Kereta Api yang 
Jaringannya Kewenangan Provinsi 
yang Ditetapkan

Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan Jalur 
Kereta Api yang Jaringannya Kewenangan 
Provinsi
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Penetapan Jaringan 
Jalur Kereta Api yang 
Jaringannya Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Jaringan Jalur Kereta 
Api yang Jaringannya 
Kewenangan Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Jaringan Jalur Kereta Api yang 
Jaringannya Kewenangan Provinsi

Penetapan Kelas Stasiun untuk Stasiun 
pada Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Kebijakan 
Penetapan Kelas Stasiun 
untuk Stasiun pada Jaringan 
Jalur Kereta Api Provinsi

Jumlah Dokumen kebijakan Kelas 
Stasiun untuk Stasiun pada 
Jaringan Jalur Kereta Api  
Provinsi yang ditetapkan

Perumusan Kebijakan Penetapan Kelas Stasiun 
untuk Stasiun pada Jaringan Jalur Kereta Api 
Provinsi

Penerbitan Izin Operasi Sarana 
Perkeretaapian Umum yang Jaringan 
Jalurnya Melintasi Batas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam1 (satu) Daerah 
Provinsi

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Operasi Sarana 
Perkeretaapian Umum yang 
Jaringan Jalurnya Menjadi 
Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Operasi Sarana Perkeretaapian 
Umum yang Jaringan Jalurnya 
Menjadi Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Operasi Sarana Perkeretaapian Umum yang 
Jaringan Jalurnya Menjadi Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Operasi 
Sarana
 Perkeretaapian Umum yang 
Jaringan Jalurnya Menjadi 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Operasi Sarana 
Perkeretaapian Umum yang 
Jaringan Jalurnya Menjadi 
Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Operasi Sarana Perkeretaapian 
Umum yang Jaringan Jalurnya Menjadi 
Kewenangan Provinsi

Penetapan Jaringan Pelayanan 
Perkeretaapian pada Jaringan jalur 
Perkeretaapian Provinsi

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Dokumen 
Kebijakan Penetapan Jaringan 
Pelayanan Perkeretaapian 
pada Jaringan Jalur 
Perkeretaapian Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Jaringan Pelayanan 
Perkeretaapian padaJaringan 
Jalur Perkeretaapian Kewenangan 
Provinsi yang ditetapkan

Perumusan Kebijakan Penetapan Jaringan 
Pelayanan Perkeretaapian pada Jaringan Jalur 
Perkeretaapian Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Penetapan Jaringan 
Pelayanan Perkeretaapian 
pada Jaringan Jalur 
Perkeretaapian Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Jaringan Pelayanan 
Perkeretaapian pada Jaringan 
Jalur Perkeretaapian Kewenangan 
Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Jaringan Pelayanan Perkeretaapian 
pada Jaringan Jalur Perkeretaapian Kewenangan 
Provinsi
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Penerbitan Izin Pengadaan atau 
Pembangunan Perkeretaapian Khusus, 
Izin Operasi, dan Penetapan Jalur Kereta 
Api Khusus yang Jaringannya Melebihi 1 
(satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Pengadaan 
atau Pembangunan 
Perkeretaapian Khusus, Izin
 Operasi, dan Penetapan Jalur 
Kereta Api Khusus yang 
Jaringannya Menjadi 
Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara
 Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Pengadaan atau Pembangunan 
Perkeretaapian Khusus, Izin 
Operasi, dan Penetapan Jalur 
Kereta Api Khusus yang 
Jaringannya Menjadi Kewenangan 
Provinsi dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Pengadaan atau Pembangunan Perkeretaapian 
Khusus, Izin Operasi, dan Penetapan Jalur 
Kereta Api Khusus yang Jaringannya Menjadi 
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Pengadaan 
atau
 Pembangunan 
Perkeretaapian Khusus, Izin 
Operasi, dan Penetapan Jalur 
Kereta Api Khusus yang 
Jaringannya Menjadi 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan
 Sinkronisasi Pengawasan
 Pelaksanaan Izin Pengadaan atau
 Pembangunan Perkeretaapian 
Khusus, Izin Operasi, dan 
Penetapan Jalur Kereta Api 
Khusus yang Jaringannya Menjadi 
Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Pengadaan atau Pembangunan 
Perkeretaapian Khusus, Izin Operasi, dan 
Penetapan Jalur Kereta Api Khusus yang 
Jaringannya Menjadi Kewenangan Provinsi

Penyediaan Infrastruktur Perkeretaapian 
Yang Terintegrasi Sesuai dengan 
Kewenangan
Provinsi

BIDANG KERETAAPI 
DAN PENGEMBANGAN

Tersedianya Infrastruktur 
Perkeretapaian Yang 
Terintegrasi Sesuai dengan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Infrastruktur 
Perkeretapaian Yang Terintegrasi 
yang disediakan

Penyediaan Infrastruktur Perkeretapaian Yang 
Terintegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pelaksanaan 
Penyediaan Infrastruktur 
Perkeretapian Yang 
Terinstegrasi Sesuai dengan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Penyediaan 
Infrastruktur Perkeretapian Yang 
Terinstegrasi yang dilaksanakan 
Sesuai dengan Kewenangan 
Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan 
Penyediaan Infrastruktur Perkeretapian Yang 
Terinstegrasi Sesuai dengan Kewenangan Provinsi

Meningkatnya Sarana 
Angkutan Sungai yang 
memenuhi Standar 
Keselamatan
Indikator : 
Persentase sarana Angkutan 
Sungai yang memenuhi 
standar

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan 
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal 
yang Melayani Trayek antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi 
yang Bersangkutan

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Angkutan Sungai 
dan Danau untuk Kapal yang 
Melayani Trayek Kewenangan 
Provinsi dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang Memenuhi 
Syarat perizinan

Jumlah Angkutan Sungai dan 
Danau untuk Kapal yang Melayani 
Trayek Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang memenuhi Syarat 
Perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang 
Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara
Elektronik

Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan 
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal 
yang Melayani Trayek antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi 
yang Bersangkutan

BIDANG PELAYARAN

Terlaksananya Koordinasi dan  
 Sinkronisasi Pengawasan  
Pelaksanaan Izin Usaha 
Angkutan Sungai dan Danau 
untuk Kapal  yang Melayani 
Trayek Kewenangan ProvinsI

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Sungai dan Danau untuk Kapal 
yang Melayani Trayek 
Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan Sungai dan 
Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek 
Kewenangan Provinsi

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan 
Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / 
Kota dalam Daerah Provinsi

BIDANG PELAYARAN

Terlaksananya Analisis Tarif 
Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas Ekonomi 
dan Kendaraan Beserta 
Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan Antar Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Analisis 
Tarif Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas Ekonomi dan 
Kendaraan Beserta Muatannya 
pada Lintas Penyeberangan Antar 
Daerah Kabupaten / Kota

Analisis Tarif Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas  Ekonomi dan Kendaraan 
Beserta Muatannya pada Lintas Penyeberangan 
antar Daerah  Kabupaten/Kota

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan 
Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / 
Kota dalam Daerah Provinsi

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Data dan 
Informasi Tarif Angkutan 
Penyeberangan Penumpang 
Kelas Ekonomi dan 
Kendaraan Beserta 
Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah
 Kabupaten/Kota

Jumlah Data dan Informasi Tarif  
Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas Ekonomi dan
Kendaraan Beserta Muatannya 
pada Lintas Penyeberangan antar 
Daerah Kabupaten / Kota

 Penyediaan Data dan Informasi Tarif Angkutan 
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan 
Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terkendalinya dan 
Terawasinya Tarif Angkutan 
Penyeberangan Penumpang 
Kelas Ekonomi dan 
Kendaraan Beserta 
Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah 
Kabupaten/Kota

Jumlah Laporan pengendalian 
dan pengawasan Tarif Angkutan 
Penyeberangan Penumpang Kelas 
Ekonomi dan Kendaraan Beserta 
Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah 
Kabupaten / Kota

Pengendaliandan Pengawasan Tarif  Angkutan 
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan 
Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah Kabupaten / Kota

Tersedianya PelabuhanSungai 
dan Danau yang Melayani 
Trayek Lintas Daerah 
Kabupaten / Kota dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi yang 
memenuhi persyaratan 
perizinan

Jumlah Pelabuhan Sungai dan 
Danau yang Melayani Trayek 
Lintas Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
yang memenuhi persyaratan 
perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan 
Pelabuhan Sungai dan Danau yang Melayani 
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam1  
(satu) Daerah Provinsi

Pembangunan dan Penerbitan Izin 
Pelabuhan Sungai dan Danau yang 
Melayani Trayek Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

BIDANG PELAYARAN, 
UPTD PASDPL, UPTD 
TAA

Terbangunnya Pelabuhan 
Sungai dan Danau yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten / Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Jumlah Pelabuhan Sungai dan 
Danau yang Melayani Trayek 
Lintas Daerah Kabupaten / Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
yang Terbangun

Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau 
yangelayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten / 
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Terlaksananya Pengoperasian 
dan Pemeliharaan Pelabuhan 
Sungai dan Danau yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten / Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Jumlah Pelabuhan Sungai dan  
Danau yang Melayani Trayek 
Lintas Daerah Kabupaten / Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi 
yang dilakukan Pengoperasian 
dan Pemeliharaan

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan 
Sungai dan Danau yang Melayani Trayek Lintas 
Daerah  Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi

Meningkatnya Kompetensi 
Personil bidang Angkutan 
Sungai dan Danau

Jumlah Personil yang ditingkatkan 
kompetensinya dan tersertifikasi

Peningkatan Kompetensi Personil di bidang 
Angkutan Sungai dan Danau

 Meningkatnya Kompetensi 
Personil  bidang 
Pengoperasian & 
Pemeliharaan Pelabuhan 
Sungai dan Danau

Jumlah Personil yang ditingkatkan 
kompetensinya dan tersertifikasi

Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Personil 
dibidang Pengoperasian & Pemeliharaan 
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Terawasinya Pengoperasian 
Pelabuhan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan yang 
Melayani  Trayek antar 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi

 Jumlah Laporan Pengawasan 
Pengoperasian Pelabuhan Sungai,  
 Danau dan Penyeberangan yang 
Melayani Trayek antar Daerah  
Kabupaten/ Kota dalam 1 (Satu)  
Daerah Provinsi

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan yang Melayani Trayek 
antar Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi

Terpenuhinya Fasilitas 
Pelayanan Angkutan 
Pelabuhan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten / Kota 

Jumlah Fasilitas Pelayanan 
Angkutan Pelabuhan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan yang 
Tersedia

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan 
Pelabuhan Sungai, Danau dan Penyeberangan 
yang Melayani Trayek Lintas Daerah  
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Meningkatnya Layanan 
Transportasi 
Indikator :
Rasio Konektivitas Transportasi

Meningkatnya Konektivitas 
Transportasi Provinsi
Indikator :
Persentase Trayek Angkutan 
Umum yang Terlayani

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi

Bidang Angkutan

Terlaksananya Penyusunan 
Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi

Jumlah Dokumen Penyusunan 
Rencana Induk Jaringan LLAJ 
Provinsi

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk 
Jaringan LLAJ Provinsi

Ditetapkannya Kebijakan dan 
Tersosialisasinya Rencana 
Induk Jaringan LLAJ Provinsi

Jumlah Dokumen Penetapan 
Kebijakan dan sosialisasi Rencana 
Induk Jaringan LLAJ Provinsi

Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana 
Induk Jaringan LLAJ Provinsi

Penetapan Kawasan Perkotaan untuk 
Pelayanan Angkutan Perkotaanyang 
Melampaui Batas 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Bidang Angkutan

Tersusunnya Kebijakan 
Penetapan Kawasan 
Perkotaan untuk Angkutan 
Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Penetapan Kawasan Perkotaan
 untuk Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Perumusan Kebijakan Penetapan Kawasan 
Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Penetapan 
Kawasan Perkotaan untuk 
Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Kawasan Perkotaan 
untuk Angkutan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan 
Perkotaan Kewenangan Provinsi

Penetapan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi 
dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 
(satu)Daerah Kabupaten / Kota

Bidang Angkutan

Tersusunnya Kebijakan 
Rencana  Umum Jaringan 
Trayek Antarkota 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Kebijakan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Antarkota Kewenangan Provinsi

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Antar kota Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji  Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Rencana Umum 
Jaringan Trayek Antar kota 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Antar kota Kewenangan Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba
Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Antarkota Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Kebijakan Rencana 
Umum Jaringan Trayek 
Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Laporan Pelaksanaan 
Sosialisasi dan Uji Coba 
Pelaksanaan Kebijakan Rencana 
Umum Jaringan Trayek Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba
Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersusunnya Kebijakan 
Rencana Umum Jaringan 
Trayek Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Kebijakan Penetapan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Perkotaan Kewenangan Provinsi

Perumusan Kebijakan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Perkotaan Kewenangan Provinsi

Penetapan Rencana Umum  Jaringan 
Trayek Pedesaan yang Melampaui 1 (satu) 
Daerah Kabupatendalam1 (satu) Daerah
Provinsi

Bidang Angkutan

Tersusunnya Kebijakan 
Rencana
 Umum Jaringan Trayek 
Pedesaan
 Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen kebijakan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Pedesaan Kewenangan Provinsi

Perumusan Kebijakan Rencana UmumJaringan 
Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Rencana Umum 
Jaringan Trayek Pedesaan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Rencana Umum Jaringan Trayek 
Pedesaan Kewenangan Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba
Pelaksanaan Kebijakan Rencana Umum Jaringan 
Trayek Pedesaan Kewenangan Provinsi

Penetapan Wilayah Operasi Angkutan 
Orang dengan Menggunakan Taksi dalam 
Kawasan Perkotaan yang Wilayah 
Operasinya Melampaui Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Bidang Angkutan

Tersusunnya Kebijakan 
Penetapan Wilayah Operasi 
Angkutan Orang dengan 
Menggunakan Taksi dalam
Kawasan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen kebijakan 
penetapan Wilayah Operasi 
Angkutan Orang dengan 
Menggunakan Taksi dalam 
Kawasan Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah 
Operasi Angkutan Orang dengan Menggunakan 
Taksi dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan 
Kebijakan Penetapan Wilayah 
Operasi Angkutan Orang 
dengan Menggunakan Taksi 
dalam Kawasan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Dokumen Sosialisasi dan 
Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Wilayah Operasi 
Angkutan Orang dengan 
Menggunakan Taksi dalam 
Kawasan Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba
Pelaksanaan Kebijakan Penetapan
Wilayah Operasi Angkutan Orang
dengan Menggunakan Taksi dalam Kawasan 
Perkotaan Kewenangan Provinsi

Tersusunnya Kebijakan 
Penetapan Wilayah Operasi 
Angkutan Sewa Khusus dalam 
Kawasan Perkotaan 
Kewenangan Provinsi

Jumlah dokumen kebijakan 
penetapan Wilayah Operasi 
Angkutan Sewa Khusus dalam 
Kawasan Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Perumusan Kebijakan Penetapan Wilayah 
Operasi Angkutan Sewa Khusus dalam Kawasan 
Perkotaan Kewenangan Provinsi

Terlaksananya Sosialisasi dan 
Uji Coba Kebijakan Penetapan 
Wilayah Operasi Angkutan 
Sewa Khusus dalam Kawasan 
Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

Jumlah laporan pelaksanaan 
Sosialisasi dan Uji Coba 
Pelaksanaan Kebijakan Penetapan 
Wilayah Operasi Angkutan Sewa 
Khusus dalam Kawasan 
Perkotaan Kewenangan Provinsi

Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan 
Penetapan Wilayah Operasi Angkutan Sewa 
Khusus dalam Kawasan Perkotaan Kewenangan 
Provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan 
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal 
yang Melayani Trayek antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi 
yang Bersangkutan

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Angkutan Sungai 
dan Danau untuk Kapal yang 
Melayani Trayek Kewenangan 
Provinsi dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang Memenuhi 
Syarat perizinan

Jumlah Angkutan Sungai dan 
Danau untuk Kapal yang Melayani 
Trayek Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang memenuhi Syarat 
Perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal yang 
Melayani Trayek Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara
Elektronik

Penerbitan Izin Trayek Penyelenggaraan 
Angkutan Sungai dan Danau untuk Kapal 
yang Melayani Trayek antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi 
yang Bersangkutan

BIDANG PELAYARAN

Terlaksananya Koordinasi dan  
 Sinkronisasi Pengawasan  
Pelaksanaan Izin Usaha 
Angkutan Sungai dan Danau 
untuk Kapal  yang Melayani 
Trayek Kewenangan ProvinsI

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Sungai dan Danau untuk Kapal 
yang Melayani Trayek 
Kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Sungai dan
Danau untuk Kapal yang Melayani Trayek 
Kewenangan Provinsi

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut bagi 
Badan Usaha yang Berdomisili dalam 
Wilayah dan Beroperasi pada Lintas 
Pelabuhan antar Daerah Kabupaten / Kota 
dalam Wilayah Daerah Provinsi

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Angkutan Laut  
Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronikyang memenuhi 
persyaratan perizinan

Jumlah Angkutan Laut 
Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan
 Perizinan Berusaha Terintegrasi  
Secara Elektronik yang memenuhi 
persyaratan perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha Angkutan Laut Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha 
Angkutan Laut Kewenangan 
Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Laut kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Laut Kewenangan Provinsi 

Penerbitan Izin Usaha Angkutan Laut 
PelayaranRakyat bagi Orang Perorangan 
atau Badan Usaha yang Berdomisili dan 
yang Beroperasi pada Lintas Pelabuhan 
antar Daerah Kabupaten/Kota dalam 
Daerah Provinsi, Pelabuhan antar Daerah 
Provinsi, dan Pelabuhan Internasional

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Angkutan Laut 
Pelayaran Rakyat 
Kewenangan Provinsi dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang Memenuhi 
Syarat Perizinan

 Jumlah Angkutan Laut Pelayaran 
Rakyat Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang Memenuhi Syarat 
Perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Angkutan Laut  Pelayaran Rakyat Kewenangan 
Provinsi dalam Sistem Pelayanan
 Perizinan Berusaha Terintegrasi  Secara 
Elektronik
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha 
Angkutan Laut Pelayaran 
Rakyat Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Laut Pelayaran Rakyat 
Kewenangan Provinsi

 Koordinasi dan Sinkronisasi
 Pengawasan Pelaksanaan Izin Usaha Angkutan 
Laut Pelayaran Rakyat Kewenangan Provinsi 

Meningkatnya Penggunan 
Moda Transportasi Umum
Indikator :
1). Load Factor Angkutan 
Umum Darat (AKDP)
2). Load Factor Angkutan 
Umum Sungai (Lintas 
Kab/Kota)

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar 
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BIDANG ANGKUTAN

Terkendalinya dan 
Terawasinya Ketersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang
 dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (Satu) Provinsi

Jumlah Laporan pengendalian 
dan pengawasan Ketersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang 
Antar Kota dalam 1 (Satu) Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan 
Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang 
dan / atau Barang Antar Kota dalam
 1 (satu) Provinsi

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar 
Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BIDANG ANGKUTAN

Tersedianya Angkutan Umum 
untuk
Jasa Angkutan Orang 
dan/atau  Barang Antar Kota 
dalam1 (Satu)  Daerah 
Provinsi

Jumlah Armada Angkutan Umum 
untuk Jasa Angkutan Orang 
dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa 
Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi

BIDANG ANGKUTAN

Tersedianya Angkutan Orang 
dalam Trayek Kewenangan 
Provinsi dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik 
yang telah memenuhi 
persyaratan perizinan

Jumlah Angkutan Orang dalam 
Trayek Kewenangan Provinsi 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang telah memenuhi 
persyaratan perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek 
Kewenangan Provinsi dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan 
Orang dalam Trayek 
Kewenangan Provinsi

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan Orang 
dalam Trayek Kewenangan 
Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan 
Provinsi

Penerbitan Izin Penyelenggaraan 
Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya 
Melampaui Lebih dari 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

BIDANG ANGKUTAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan 
Taksi tidak dalam trayek 
sesuai wilayah operasi 
kewenangan Provinsi

Jumlah laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan Taksi 
tidak dalam trayek sesuai wilayah 
operasi kewenangan Provinsi

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan 
Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah operasi 
kewenangan Provinsi

Tersedianya Angkutan Taksi 
tidak dalam trayek sesuai 
Wilayah kerja dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik 
yang memenuhi persyaratan 
perizinan

Jumlah Angkutan Taksi tidak 
dalam trayek sesuai Wilayah kerja 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik yang memenuhi 
persyaratan perizinan

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam 
trayek sesuai wilayah kerja dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk 
Angkutan Orang yang Melayani Trayek 
antar Kota dalam Daerah Provinsi serta 
Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang 
Melampaui 1 (satu) Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

BIDANG ANGKUTAN

Terlaksananya Analisis Tarif 
Kelas Ekonomi Angkutan 
Orang dan Angkutan 
Perkotaan dan Perdesaan 
dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi

Jumlah Dokumen Hasil Analisis 
Tarif Kelas Ekonomi Angkutan 
Orang dan Angkutan Perkotaan 
dan Perdesaan dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi

Analisis Tarif Kelas Ekonomi Angkutan Orang 
dan Angkutan Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 
(satu) Daerah Provinsi

Tersedianya Data dan 
Informasi Tarif Kelas Ekonomi 
Angkutan Orang dan 
Angkutan Perkotaan dan 
Perdesaan dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi

Jumlah Data dan Informasi Tarif 
Kelas Ekonomi Angkutan Orang 
dan Angkutan Perkotaan dan 
Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi

Penyediaan Data dan Informasi Tarif Kelas 
Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan 
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Tersedianya Laporan 
pengendalian dan 
pengawasan Tarif kelas 
Ekonomi Angkutan Orang dan 
Angkutan Perkotaan dan 
Perdesaan dalam 1 (Satu) 
Daerah Provinsi

Jumlah Laporan pengendalian 
dan pengawasan Tarif Kelas 
Ekonomi Angkutan Orang dan 
Angkutan Perkotaan dan 
Perdesaan dalam 1 (Satu) Daerah 
Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Kelas 
Ekonomi Angkutan Orang dan Angkutan 
Perkotaan dan Perdesaan dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa 
Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi

BIDANG LALU LINTAS

Terlaksananya Pengawasan 
dan pengendalian operasional 
terhadap penggunaan jalan 
selain untuk kepentingan lalu 
lintas di jalan provinsi 
berkoordinasi dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia

Jumlah Laporan Pengawasan dan 
pengendalian operasional 
terhadap penggunaan jalan selain 
untuk kepentingan lalu lintas di 
jalan provinsi berkoordinasi 
dengan Kepolisian 
NegaraRepublik Indonesia yang 
dilaksanakan

Pengawasan dan pengendalian operasional 
terhadap penggunaanjalan selain untuk 
kepentingan lalu lintas di jalan provinsi 
berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik 
Indonesia

Terlaksananya Pengawasan 
dan pengendalian operasional 
terhadap penggunaan jalan 
selain untuk kepentingan lalu 
lintas di jalan provinsi 
berkoordinasi dengan 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia

Jumlah Laporan Pengawasan dan 
pengendalian operasional 
terhadap penggunaan jalan selain 
untuk kepentingan lalu lintas di 
jalan provinsi berkoordinasi 
dengan Kepolisian 
NegaraRepublik Indonesia yang 
dilaksanakan

Pengawasan dan pengendalian operasional 
terhadap penggunaan jalan selain untuk 
kepentingan lalu lintas di jalan provinsi 
berkoordinasi dengan Kepolisian NegaraRepublik 
Indonesia
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Penetapan Lintas Penyeberangan dan 
Persetujuan Pengoperasian
Kapal antar Daerah Kabupaten / Kota 
dalam Daerah Provinsi yang Terletak pada  
Jaringan Jalan Provinsi dan / atau 
Jaringan Jalur Kereta Api Provinsi

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Data dan 
Informasi Jaringan Lintas 
Penyeberangan dan 
Disetujuinya Pengoperasian 
Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan antar Daerah  
Kabupaten/Kota dalam 
Daerah  Provinsi pada 
Jaringan Jalan Provinsi dan / 
atau Jaringan Jalur  Kereta 

Jumlah Data dan Informasi 
Jaringan  Lintas Penyeberangan 
dan Disetujuinya Pengoperasian 
Angkutan Sungai, Danau dan
Penyeberangan antar Daerah  
Kabupaten / Kota dalam Daerah 
Provinsi pada Jaringan Jalan 
Provinsi dan/atau Jaringan Jalur  
Kereta Api Provinsi

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas 
Penyeberangan dan Persetujuan Pengoperasian 
Angkutan Sungai, Danau dan
 Penyeberangan antar Daerah
 Kabupaten / Kota dalam Daerah Provinsi pada 
Jaringan Jalan Provinsi dan/atau Jaringan Jalur  
Kereta Api Provinsi

Penetapan Lintas Penyeberangan dan 
Persetujuan Pengoperasian untuk Kapal 
yang Melayani Penyeberangan Lintas 
Pelabuhan antar Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BIDANG PELAYARAN

Tersedianya Data dan 
Informasi Jaringan Lintas 
Sungai, Danau dan 
Penyeberangan dan 
Disetujuinya Pengoperasian 
Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan Lintas 
Pelabuhan antar Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 
Daerah Provinsi

Jumlah Data dan Informasi 
Jaringan  Lintas Sungai, Danau 
dan  Penyeberangan dan 
Disetujuinya Pengoperasian 
Angkutan Sungai, Danau dan 
Penyeberangan Lintas
Pelabuhan antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Daerah 
Provinsi

Penyediaan Data dan Informasi Jaringan Lintas 
Sungai, Danau dan Penyeberangan dan 
Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan 
antar Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah 
Provinsi

Terkendalinya dan 
Terawasinya Jaringan Lintas 
Sungai, Danau dan 
Penyeberangan dan 
terkendalinya dan 
terawasinya izin persetujuan 
pengoperasian angkutan 
Sungai, Danau dan 
penyeberangan Lintas 
Pelabuhan Antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam 
Daerah Provinsi

Jumlah laporan pengendalian dan 
pengawasan Jaringan Lintas 
Sungai, Danau dan 
Penyeberangan dan Jumlah 
Laporan Pengendalian dan 
Pengawasan izin persetujuan 
pengoperasian angkutan Sungai, 
Danau dan penyeberangan Lintas  
 Pelabuhan Antar Daerah 
Kabupaten / Kota dalam Daerah 
Provinsi

 Pengendalian dan Pengawasan Jaringan Lintas 
Sungai, Danau dan Penyeberangan dan 
Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai, 
Danau dan Penyeberangan Lintas Pelabuhan 
antar Daerah Kabupaten / Kota dalam Daerah 
Provinsi

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Penerbitan Izin Usaha Jasa Terkait  
Berupa Bongkar Muat Barang Jasa 
Pengurusan Transportasi, angkutan 
Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan 
Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait 
Dengan Angkutan Laut, Tally Mandiri, dan 
Depo Peti Kemas

BIDANG PELAYARAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersedianya Dokumen terkait 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Usaha Jasa 
Berupa Bongkar Muat Barang, 
Jasa Pengurusan 
Transportasi, Angkutan 
Perairan Pelabuhan, 
Penyewaan Peralatan 
Angkutan Laut atau Peralatan 
Jasa Terkait dengan Angkutan 
Laut, Tally Mandiri, dan Depo 
Peti Kemas dalam
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Jumlah Dokumen terkait 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Usaha Jasa Berupa 
Bongkar Muat Barang, Jasa 
Pengurusan Transportasi, 
Angkutan Perairan Pelabuhan, 
Penyewaan Peralatan Angkutan 
Laut atau Peralatan Jasa Terkait 
dengan Angkutan Laut, Tally 
Mandiri, dan Depo Peti Kemas 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha JasaTerkait Berupa Bongkar Muat Barang, 
Jasa Pengurusan Transportasi, Angkutan 
Perairan Pelabuhan, Penyewaan Peralatan 
Angkutan Laut atau Peralatan Jasa Terkait 
dengan Angkutan Laut, Tally  Mandiri, dan Depo 
Peti Kemas dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan  
 Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Jasa 
Terkait Berupa Bongkar Muat 
Barang, Jasa 
PengurusanTransportasi, 
Angkutan
 Perairan Pelabuhan, 
Penyewaan Peralatan 
Angkutan Laut atau Peralatan 
Jasa Terkait dengan Angkutan 
Laut, Tally Mandiri, dan  Depo 

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha 
JasaTerkait Berupa Bongkar Muat 
Barang, Jasa Pengurusan 
Transportasi, Angkutan Perairan 
Pelabuhan, Penyewaan Peralatan 
Angkutan Laut atau Peralatan 
Jasa Terkait dengan Angkutan 
Laut, Tally Mandiri, dan  Depo 
Peti Kemas

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Jasa Terkait Berupa 
Bongkar Muat Barang, Jasa Pengurusan 
Transportasi, Angkutan Perairan Pelabuhan,  
Penyewaan Peralatan Angkutan Laut atau 
Peralatan Jasa Terkait dengan Angkutan Laut, 
Tally Mandiri, dan Depo Peti Kemas

Penetapan Tarif Angkutan Penyeberangan 
Penumpang Kelas Ekonomi dan Kendaraan 
Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah

BIDANG PELAYARAN

Terkendalinya dan 
Terawasinya Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Jumlah laporan pengendalian dan 
pengawasan Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang Melayani 
Trayek Lintas Daerah 
Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) 
Daerah Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tarif 
Angkutan sungai dan danau Yang 
Melayani Trayek Lintas Daerah Kabupaten 
/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi

BIDANG PELAYARAN

Terkendalinya dan 
Terawasinya Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu)Daerah Provinsi

Jumlah laporan pengendalian dan 
pengawasan Tarif angkutan 
sungai dan danau Yang Melayani 
Trayek Lintas Daerah Kabupaten 
/ Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang Kelas Ekonomi dan 
Kendaraan Beserta Muatannya pada Lintas 
Penyeberangan antar Daerah

Meningkatnya Layanan 
Simpul Transportasi
Indikator :
Persentase  Simpul 
Transportasi Kewenangan 
Provinsi yang sesuai Standar

PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU 
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B UPTD TERMINAL
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersusunnya Rencana 
PembangunanTerminal 
Penumpang Tipe B

Jumlah Rencana Pembangunan 
Terminal Penumpang Tipe B

Penyusunan Rencana PembangunanTerminal 
Penumpang Tipe B

Terlaksananya Pengawasan 
Terminal Penumpang Tipe B

Jumlah Terminal Penumpang Tipe 
B
 yang diawasi

Pengawasan Operasional Terminal Penumpang 
Tipe B

TerlaksananyaRevitalisasi 
Terminal Tipe B (Fasilitas 
Utama dan Penunjang)

JumlahTerminal yang 
direvitalisasi (Fasilitas Utama dan 
Penunjang)

Revitalisasi Terminal Tipe B (Fasilitas Utama dan 
Penunjang)

Terselenggaranya Sistem 
Informasi Manajemen 
Terminal Penumpang Tipe B

Jumlah Terminal yang 
Menyelenggaran Sistem Informasi 
Manajemen Terminal Penumpang 
Tipe B

Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen 
Terminal Penumpang Tipe B

Terlaksana Pemenuhan 
Kapasitas Sumber Daya 
Manusia Pengelola Terminal 
Tipe B

Jumlah Kebutuhan Kompetensi  
Sumber Daya Manusia Pengelola 
Terminal Tipe B yang terpenuhi.

Peningkatan Kapasitas Kompetensi SDM 
Pengelola Terminal Tipe B

Terbangunnya Terminal Tipe 
B yang dilengkapi fasilitas 
utama dan fasilitas penunjang

 Jumlah terminal Tipe B yang 
terbangun yang dilengkapi 
Fasilitas Utama dan Fasilitas 
Penunjang

Pembangunan Terminal Penumpang Tipe B yang 
dilengkapi Fasilitas Utama dan Fasilitas 
Penunjang

Terlaksananya Rehabilitasi 
dan  Pemeliharaan Terminal 
Tipe B (Fasilitas Utama dan 
Penunjang)

Jumlah Terminal Tipe B (Fasilitas 
Utama dan Penunjang) yang 
terehabilitasi dan terpelihara

Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe B 
(Fasilitas Utama dan Penunjang)

PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN

Penetapan Rencana Induk dan Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) 
Pelabuhan Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN

Tersusunnya Rencana Induk 
dan Daerah Lingkungan Kerja 
(DLKR) / Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Jumlah Dokumen Rencana Induk 
dan Daerah Lingkungan Kerja 
(DLKR) / Daerah Lingkungan 
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk dan 
Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan 
Pengumpan RegionaL

Ditetapkannya Kebijakan dan 
Tersosialisasinya Rencana 
Induk dan Daerah Lingkungan 
Kerja (DLKR)/Daerah 
Lingkungan Kepentingan 
(DLKP) Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Dokumen Penetapan 
Kebijakan dan Sosialisasi Rencana 
Induk dan Daerah Lingkungan 
Kerja (DLKR) / Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) 
Pelabuhan
Pengumpan Regional

Penetapan Kebijakan dan
Sosialisasi Rencana Induk dan
Daerah Lingkungan Kerja
(DLKR)/Daerah Lingkungan
Kepentingan (DLKP) Pelabuhan Pengumpan 
Regional
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terkendalinya Pelaksanaan 
Rencana Induk dan Daerah 
Lingkungan Kerja 
(DLKR)/Daerah Lingkungan 
Kepentingan (DLKP) 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Jumlah Laporan Pengendalian 
Pelaksanaan Rencana Induk dan 
Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) 
/ Daerah Lingkungan Kepentingan 
(DLKP) Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk dan 
Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Pembangunan, Penerbitan Izin 
Pembangunan dan Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN, 
UPTD PASDPL, UPTD 
TAA

Tersedianya Pelabuhan 
Pengumpan Regional yang 
Memenuhi Persyaratan 
Perizinan Pembangunan dan 
Pengoperasian

Jumlah Pelabuhan Pengumpan 
Regional yang Memenuhi 
Persyaratan Perizinan 
Pembangunan dan Pengoperasian

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perizinan 
Pembangunan dan
Pengoperasian Pelabuhan
Pengumpan Regional

Terbangunnya Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Pelabuhan Pengumpan 
Regional yang Terbangun 

Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Regional

Terlaksananya Pengoperasian 
dan Pemeliharaan Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Pelabuhan Pengumpan 
Regional yang Beroperasi dan 
terpelihara

Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Terawasinya Pengoperasian 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Jumlah Laporan pengawasan 
Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Terpenuhinya Fasilitas 
Pelayanan Angkutan 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Jumlah Fasilitas Pelayanan 
Angkutan Pelabuhan Pengumpan 
Regional yang Tersedia

Pemenuhan Fasilitas Pelayanan Angkutan 
Pelabuhan Pengumpan Regional

Penerbitan Izin Usaha untuk Badan Usaha 
Pelabuhan di Pelabuhan Pengumpan 
Regional

BIDANG PELAYARAN

Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Usaha untuk 
Badan Usaha Pelabuhan di 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin Usaha 
untuk Badan Usaha Pelabuhan di 
Pelabuhan Pengumpan Regional 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Usaha untuk Badan Usaha Pelabuhan di 
Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Untuk Badan
Usaha Pelabuhan di 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Untuk Badan 
Usaha Pelabuhan di Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
untuk Badan Usaha Pelabuhan di Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Penerbitan Izin Pengembangan Pelabuhan 
untuk Pelabuhan Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin 
Pengembangan Pelabuhan 
untuk Pelabuhan Pengumpan 
Regional dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara 

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Pengembangan Pelabuhan untuk 
Pelabuhan Pengumpan Regional 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Pengembangan Pelabuhan untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin 
Pengembangan
Pelabuhan Untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pengembangan 
Pelabuhan Untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pengembangan Pelabuhan Untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Penerbitan Izin Pengoperasian Pelabuhan 
Selama 24 Jam untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional

UPTD PASDPL

Tersedianya Pelabuhan 
Pengumpan Regional yang 
memenuhi Persyaratan Izin 
Pengoperasian Selama 24 
Jam dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Pelabuhan Pengumpan 
Regional yang memenuhi 
Persyaratan Izin Pengoperasian 
Selama 24 Jam dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Pengoperasian Pelabuhan Selama 24 Jam untuk 
Pelabuhan Pengumpan Regional Dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha 
Pengoperasian Pelabuhan 
Selama 24 Jam Untuk 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Usaha
Pengoperasian pelabuhan Selama 
24 Jam untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Usaha Pengoperasian 
Pelabuhan Selama 24 Jam untuk Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Penerbitan Izin Pekerjaan Pengerukan di 
Wilayah Perairan Pelabuhan Pengumpan 
Regional

BIDANG PELAYARAN

Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Pekerjaan 
Pengerukan di Wilayah 
Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Pekerjaan Pengerukan di Wilayah 
Perairan Pelabuhan Pengumpan 
Regional dalam Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan 
Pelabuhan Pengumpan Regional dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Pekerjaan 
Pengerukan di Wilayah 
Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pekerjaan 
Pengerukan di Wilayah Perairan 
Pelabuhan Pengumpan Regional

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pekerjaan Pengerukan di Wilayah Perairan 
Pelabuhan Pengumpan Regional

Penerbitan Izin Reklamasi di Wilayah 
Perairan Pelabuhan Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan Persyaratan 
Perolehan Izin Reklamasi di 
Wilayah Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Jumlah Dokumen pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Reklamasi di Wilayah Perairan 
Pelabuhan Pengumpan Regional 
dalam Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam Sistem Pelayanan 
Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Reklamasi di
Wilayah Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Reklamasi di 
Wilayah Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin
Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Penerbitan Izin Pengelolaan
Terminal untuk Kepentingan
Sendiri (TUKS) di dalam
DLKR/DLKP Pelabuhan
Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN

Tersusunnya Dokumen 
Pemenuhan
Persyaratan Perolehan Izin 
Pengelolaan Terminal untuk 
Kepentingan Sendiri (TUKS) 
di dalam DLKR/DLKP 
Pelabuhan Pengumpan 
Regional dalam Sistem 
Pelayanan Perizinan Berusaha 
Terintegrasi Secara Elektronik

Jumlah Dokumen Pemenuhan 
Persyaratan Perolehan Izin 
Pengelolaan Terminal untuk 
Kepentingan Sendiri (TUKS) di 
dalam DLKR/DLKP Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam 
Sistem Pelayanan Perizinan 
Berusaha Terintegrasi Secara 
Elektronik

Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin 
Pengelolaan Terminal untuk Kepentingan Sendiri 
(TUKS) di dalam DLKR/DLKP Pelabuhan 
Pengumpan Regional dalam Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi 
Secara Elektronik

Terlaksananya Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan 
Pelaksanaan Izin Pengelolaan
Terminal untuk Kepentingan 
Sendiri (TUKS) di Dalam 
DLKR/DLKP Pelabuhan 
Pengumpan Regional

Jumlah Laporan Koordinasi dan 
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Izin Pengelolaan 
Terminal untuk Kepentingan 
Sendiri (TUKS) di Dalam DLKR / 
DLKP Pelabuhan Pengumpan 
Regional

Koordinasi dan Sinkronisasi
Pengawasan Pelaksanaan Izin
Pengelolaan Terminal untuk
Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP 
Pelabuhan Pengumpan Regional

Penetapan Rencana Induk dan Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKR) / Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) 
Pelabuhan Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN

Terlaksananya penetapan 
rencana
rinci tata ruang kawasan di 
sekitar
pelabuhan dengan 
memperhatikan
rencana induk pelabuhan dan
rencana induk pelabuhan 

Jumlah Laporan penetapan 
rencana rinci tata ruang kawasan 
di sekitar pelabuhan dengan 
memperhatikan rencana induk 
pelabuhan dan rencana induk 
pelabuhan nasional yang 
dilaksanakan

Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang 
kawasan di sekitar pelabuhan dengan 
memperhatikan rencana induk pelabuhan dan 
rencana induk pelabuhan nasional

Penetapan Tarif Angkutan
Penyeberangan Penumpang Kelas
Ekonomi dan Kendaraan Beserta
Muatannya pada Lintas
Penyeberangan antar Daerah

BIDANG PELAYARAN
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terkendalinya dan 
Terawasinya Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang 
Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten/Kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Jumlah laporan pengendalian dan
pengawasan Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang Melayani 
Trayek Lintas Daerah Kabupaten/ 
Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Pengendalian dan Pengawasan Tarif Angkutan 
sungai dan danau Yang Melayani Trayek Lintas 
Daerah Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Daerah 
Provinsi

Penetapan Rencana Induk dan Daerah 
Lingkungan Kerja (DLKR)/Daerah 
Lingkungan Kepentingan (DLKP) 
Pelabuhan Pengumpan Regional

BIDANG PELAYARAN

Terlaksananya penetapan 
rencana rinci tata ruang 
kawasan di sekitar pelabuhan 
dengan memperhatikan 
rencana induk pelabuhan dan 
rencana induk pelabuhan 
nasional

Jumlah Laporan penetapan 
rencana rinci tata ruang kawasan 
di sekitar pelabuhan dengan 
memperhatikan rencana induk 
pelabuhan dan rencana induk 
pelabuhan nasional yang 
dilaksanakan

Koordinasi penetapan rencana rinci tata ruang 
kawasan di sekitar pelabuhan dengan 
memperhatikan
rencana induk pelabuhan dan rencana induk 
pelabuhan nasional

Meningkatnya Tata Kelola 
Organisasi Perangkat Daerah
Indikator : 
Persentase Pemenuhan Layanan 
Kinerja Perangkat Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata 
kelola Perencanaan,Evaluasi, 
dan Pelaporan (PEP) 
Perangkat Daerah 
Indikator : 
Persentase Dokumen PEP 
yang tersusun

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah

SEKRETARIAT

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan
Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah 

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

Tersedianya Dokumen RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen RKA-SKPD

Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD

Tersedianya Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan RKA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan RKA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan 
RKA-SKPD

Tersedianya Dokumen DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan 
Dokumen DPA-SKPD

Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD

Tersedianya Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Jumlah Dokumen Perubahan DPA-
SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Dokumen 
Perubahan DPA-SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- 
SKPD
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersedianya Laporan 
CapaianKinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD dan 
Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD

Jumlah Dokumen Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar 
Realisasi Kinerja SKPD 

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Terlaksananya Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Dokumen Laporan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Terlaksananya Pengumpulan 
Data Statistik Sektoral Daerah

Jumlah Data Statistik Sektoral 
Daerah yangTelah Dikumpulkan 
dan Diperiksa Lingkup Perangkat 
Daerah

Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral 
Daerah

Terlaksananya Forum 
Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang Urusan 
yang Diampu dalam Rangka 
Penyusunan Dokumen 
Perencanaan Perangkat 
Daerah

Jumlah Berita Acara Hasil Forum 
Perangkat Daerah Berdasarkan 
Bidang Urusan yang Diampu 
dalam Rangka Penyusunan 
Dokumen Perencanaan Perangkat 
Daerah

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah 
Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam 
Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah

Terselenggaranya Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyelenggaraan Walidata 
Pendukung Statistik Sektoral 
Daerah

Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik 
Sektoral Daerah

Tersusunnya Dokumen 
Perencanaan Urusan Selain 
Renstra PD dan Renja PD

Jumlah Dokumen Perencanaan 
Urusan Selain Renstra PD dan 
Renja PD yang disusun

Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan 
Selain Renstra PD dan Renja PD

Tercapainya Sinkronisasi dan 
Harmonisasi Pusat dan 
Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target 
Pembangunan Nasional 
melalui Koordinasi Teknis 
Pembangunan

Jumlah Berita Acara Hasil 
Sinkronisasi dan Harmonisasi 
Pusat dan Daerah dalam Rangka 
Mendukung Target Pembangunan 
Nasional melalui Koordinasi 
Teknis Pembangunan

Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah 
dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan 
Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan

Terkoordinasikannya 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah yang 
Diampu

Jumlah Subtansi Koordinasi 
Peningkatan Partisipasi 
Masyarakat dalam 
Penyelenggaraan Urusan 
Pemerintahan Daerah yang 
Diampu

Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat 
dalam Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu

Meningkatnya Kualitas Tata 
Kelola Penganggaran dan  
Keuangan Perangkat Daerah
Indikator : 
Persentase Dokumen 
Penganggaran dan Keuangan 

 yang Tersusun 

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Administrasi Keuangan Perangkat
Daerah

SEKRETARIAT
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersedianya Gaji dan 
Tunjangan ASN

Jumlah Orang yang Menerima 
Gaji danTunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Tersedianya Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Jumlah Dokumen Hasil 
Penyediaan Administrasi 
Pelaksanaan Tugas ASN

Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

Terlaksananya Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
dan Pengujian/Verifikasi 
Keuangan SKPD

Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

Tersedianya Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 
dan Laporan Hasil Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir 
Tahun SKPD dan Laporan Hasil 
Koordinasi Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

Tersedianya Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Jumlah Dokumen Bahan 
Tanggapan Pemeriksaan dan 
Tindak Lanjut Pemeriksaan

Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan 
Pemeriksaan

Tersedianya Laporan 
Keuangan Bulanan/ 
Triwulanan/Semesteran SKPD 
dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan 
Keuangan Bulanan / 
Triwulanan/Semesteran SKPD

Jumlah Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/Semesteran 
SKPD dan Laporan Koordinasi 
Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/Triwulanan/ Semesteran 
SKPD

Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan 
Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD

Tersedianya Dokumen 
Pelaporan dan Analisis 
Prognosis Realisasi Anggaran

Jumlah Dokumen Pelaporan dan 
Analisis Prognosis Realisasi 
Anggaran

Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis 
Realisasi Anggaran

Administrasi Pendapatan Daerah 
Kewenangan Perangkat Daerah

SEKRETARIAT

Tersedianya Rencana 
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Rencana 
Pengelolaan Retribusi Daerah 

Perencanaan Pengelolaan Retribusi
Daerah

Tersedianya Hasil Analisis 
serta Pengembangan 
Retribusi Daerah dan 
Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Hasil Analisis 
serta Pengembangan Retribusi 
Daerah dan Kebijakan Retribusi 
Daerah

Analisa dan Pengembangan Retribusi Daerah, 
serta Penyusunan Kebijakan Retribusi Daerah

Terlaksananya Penyuluhan 
dan Penyebarluasan 
Kebijakan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan 
dan Penyebarluasan Kebijakan 
Retribusi Daerah

Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan 
Retribusi Daerah

Tersedianya Data Objek, 
Subjek dan Wajib Retribusi 
Daerah

Jumlah Data Objek, Subjek dan 
Wajib Retribusi Daerah

Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi 
Daerah
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Pengolahan, 
Pemeliharaan, dan Pelaporan 
Data Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Hasil 
Pengolahan, Pemeliharaan, dan 
Pelaporan Data Retribusi Daerah

Pengolahan Data Retribusi Daerah

Tersedianya Dokumen 
Ketetapan
Retribusi Daerah

Jumlah Dokumen Ketetapan 
Retribusi Daerah 

Penetapan Wajib Retribusi Daerah

Tersedianya Laporan 
Pengelolaan Retribusi Daerah

Jumlah Laporan Pengelolaan 
Retribusi Daerah 

Pelaporan Pengelolaan Retribusi
Daerah

Meningkatnya Kualitas Tata 
Kelola Kepegawaian
Indikator :
Persentase Pelayanan 
Kepegawaian yang 
Terlaksana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah

SEKRETARIAT

Tersedianya Unit Peningkatan 
Sarana dan Prasarana Disiplin 
Pegawai

Jumlah Unit Peningkatan Sarana 
dan Prasarana Disiplin Pegawai

Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin 
Pegawai

Tersedianya Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan

Jumlah Paket Pakaian Dinas 
Beserta Atribut Kelengkapan

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut 
Kelengkapannya

Terlaksananya Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

Jumlah Dokumen Pendataan dan 
Pengolahan Administrasi 
Kepegawaian

Pendataan dan Pengolahan
Administrasi Kepegawaian

Terlaksananya Koordinasi dan 
Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi 
dan Pelaksanaaan Sistem 
Informasi Kepegawaian

Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi 
Kepegawaian

Terlaksananya Monitoring, 
Evaluasi,
dan Penilaian Kinerja Pegawai

Jumlah Dokumen Monitoring, 
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai

Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja 
Pegawai

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Pensiun

Jumlah Pegawai Pensiun yang 
Dipulangkan

Pemulangan Pegawai yang Pensiun

Terlaksananya Pemulangan 
Pegawai yang Meninggal 
dalam Melaksanakan Tugas

Jumlah Laporan Hasil 
Pemulangan Pegawai yang 
Meninggal dalam Melaksanakan 
Tugas

Pemulangan Pegawai yang
Meninggal dalam Melaksanakan Tugas

Terlaksananya Pemindahan 
Tugas ASN

Jumlah ASN yang 
Dipindahtugaskan

Pemindahan Tugas ASN 

Terlaksananya Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Jumlah Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi yang Mengikuti 
Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Sosialisasi 
Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Sosialisasi Peraturan Perundang- 
Undangan

Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

Terlaksananya Bimbingan 
Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang- 
Undangan

Jumlah Orang yang Mengikuti 
Bimbingan Teknis Implementasi 
Peraturan Perundang-Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan 
Perundang-Undangan

Administrasi Umum Perangkat Daerah SEKRETARIAT

Tersedianya Komponen 
Instalasi Listrik/Penerangan 
Bangunan Kantor

Jumlah Paket Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan 
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Komponen Instalasi 
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor

Jumlah Paket Peralatan dan 
Perlengkapan Kantor yang 
Disediakan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tersedianya Peralatan Rumah 
Tangga

Jumlah Paket Peralatan Rumah 
Tangga yang Disediakan

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Tersedianya Bahan Logistik 
Kantor 

Jumlah Paket Bahan Logistik 
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Tersedianya Barang Cetakan 
dan Penggandaan

Jumlah Paket Barang Cetakan dan
Penggandaan yang Disediakan

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Tersedianya Bahan Bacaan 
dan Peraturan Perundang-
Undangan

Jumlah Dokumen Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
Undangan
yang Disediakan

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan

Tersedianya Bahan/Material Jumlah Paket Bahan/Material 
yang Disediakan

Penyediaan Bahan/Material

Terlaksananya Fasilitasi 
Kunjungan Tamu

Jumlah Laporan Fasilitasi 
Kunjungan Tamu 

Fasilitasi Kunjungan Tamu 

Terlaksananya 
Penyelenggaraan Rapat 
Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Jumlah Laporan Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi dan Konsultasi 
SKPD

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD

Terlaksananya Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD

Jumlah Dokumen Penatausahaan 
Arsip Dinamis pada SKPD 

Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
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[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis 
Elektronik pada SKPD

Jumlah Dokumen Dukungan 
Pelaksanaan Sistem 
Pemerintahan Berbasis Elektronik 
pada SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan 
Berbasis Elektronik pada SKPD

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah

SEKRETARIAT

Terlaksananya Penyediaan 
Jasa Surat Menyurat

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Tersedianya Jasa Komunikasi, 
Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Komunikasi, Sumber Daya Air dan 
Listrik yang Disediakan

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air 
dan Listrik

Tersedianya Jasa Peralatan 
dan
Perlengkapan Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor yang Disediakan

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan 
Kantor

Tersedianya Jasa Pelayanan 
Umum
Kantor

Jumlah Laporan Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum Kantor yang 
Disediakan

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Meningkatnya kualitas Tata 
Kelola BMD Perangkat Daerah
Indikator :
Persentase Jenis Tata Kelola 
BMD Terlaksana

PROGRAM PENUNJANG URUSAN 
PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI

Administrasi Barang Milik Daerah pada 
Perangkat Daerah

SEKRETARIAT

Tersedianya Rencana 
Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah Rencana Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD

Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang 
Milik Daerah SKPD

Terlaksananya Pengamanan 
Barang
Milik Daerah SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah 
SKPD

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Tersedianya Laporan Hasil 
Penilaian
Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang 
Milik

Koordinasi dan Penilaian Barang 
Milik Daerah SKPD

Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah 
SKPD

Terlaksananya Pembinaan,
Pengawasan, dan 
Pengendalian
Barang Milik Daerah pada 
SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan 
Pengendalian Barang Milik Daerah 
pada SKPD

Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian 
Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Rekonsiliasi dan
Penyusunan Laporan Barang 
Milik
Daerah pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan 
Laporan Barang Milik Daerah 
pada SKPD

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah pada SKPD
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 NSPK DAN 
SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada 
SKPD

Penatausahaan Barang Milik 
Daerah pada SKPD

Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

Terlaksananya Pemanfaatan 
Barang
Milik Daerah SKPD

Pemanfaatan Barang Milik Daerah 
SKPD

Pemanfaatan Barang Milik Daerah SKPD

Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

SEKRETARIAT

Tersedianya Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Unit Kendaraan 
Perorangan Dinas atau 
Kendaraan Dinas Jabatan yang 
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Tersedianya Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Unit Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Disediakan

Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau 
Lapangan

Tersedianya Alat Besar Jumlah Unit Alat Besar yang 
Disediakan

Pengadaan Alat Besar 

Tersedianya Alat Angkutan 
Darat Tak Bermotor

Jumlah Unit Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor yang Disediakan

Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor

Tersedianya Mebel Jumlah Paket Mebel yang 
Disediakan

Pengadaan Mebel

Tersedianya Peralatan dan 
Mesin Lainnya

Jumlah Unit Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Disediakan

Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Tersedianya Aset Tetap 
Lainnya

Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya 
yang Disediakan 

Pengadaan Aset Tetap Lainnya

Tersedianya Aset Tak 
Berwujud 

Jumlah Unit Aset Tak Berwujud 
yang Disediakan 

Pengadaan Aset Tak Berwujud 

Tersedianya Gedung Kantor 
atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya

Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor 
atau Bangunan Lainnya
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 NSPK DAN 
SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Tersedianya Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Unit Sarana dan 
Prasarana Pendukung Gedung 
Kantor atau Bangunan Lainnya 
yang Disediakan

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung 
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penujang Urusan Pemerintah Daerah

SEKRETARIAT

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas 
atau
Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas 
Jabatan yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Pajaknya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan 
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak dan
Perizinan Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas 
Operasional atau Lapangan yang 
Dipelihara dan Dibayarkan Pajak 
dan Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan 
Dinas Operasional atau Lapangan

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan 
Perizinan
Alat Besar

Jumlah Alat Besar yang 
Dipelihara dan Dibayarkan 
Perizinannya 

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar

Tersedianya Jasa 
Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan dan 
Perizinan
Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor

Jumlah Alat Angkutan Darat Tak 
Bermotor yang Dipelihara dan 
Dibayarkan Perizinannya

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat 
Tak Bermotor
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 NSPK DAN 
SASARAN RPJMD 
YANG RELEVAN

TUJUAN SASARAN OUTCOME OUTPUT INDIKATOR OUTPUT PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN PENANGGUNG JAWAB

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8]
Terlaksananya Pemeliharaan 
Mebel

Jumlah Mebel yang Dipelihara Pemeliharaan Mebel

Terlaksananya Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Jumlah Peralatan dan Mesin 
Lainnya yang Dipelihara

Pemeliharaan
Peralatan dan Mesin Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan 
Aset
Tetap Lainnya

Jumlah Aset Tetap Lainnya yang 
Dipelihara

Pemeliharaan Aset
Tetap Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan 
Aset
Tak Berwujud

Jumlah Aset Tak Berwujud yang 
Dipelihara 

Pemeliharaan Aset
Tak Berwujud

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Jumlah Gedung Kantor dan 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara / Direhabilitasi

Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor 
atau
Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Gedung Kantor atau Bangunan 
Lainnya yang Dipelihara / 
Direhabilitasi

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Sarana
dan Prasarana Pendukung 
Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Jumlah Sarana dan Prasarana 
Pendukung Gedung Kantor atau 
Bangunan Lainnya yang 
Dipelihara / Direhabilitasi

Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana
dan Prasarana Pendukung Gedung
Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya
Pemeliharaan/Rehabilitasi 
Tanah

Luas Tanah yang Dilakukan 
Pemeliharaan / Rehabilitasi 

Pemeliharaan / Rehabilitasi Tanah

Peningkatan Pelayanan BLUD

Meningkatnya Pelayanan 
BLUD
Indikator :
Persentase meningkatnya 
Pelayanan BLUD

Tersedianya BLUD yang 
Menyediakan Pelayanan dan 
Penunjang Pelayanan

Jumlah BLUD yang Menyediakan 
Pelayanan dan Penunjang 
Pelayanan

Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD UPTD TAA

PROVINSI SUMATERA SELATAN

Drs. H. ARINARSA JS
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIP. 19710603 1999101 1 002

Palembang,     29   September 2025
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